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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

Perlindungan dan Keselamatan Wisatawan Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Tenggelamnya Kapal 

Wisata Tiga Putra ke Pulau Tikus Kota Bengkulu), maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan perlindungan dan keselamatan wisatawan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan dalam kasus tenggelamnya Kapal Wisata 

Tiga Putra di Pulau Tikus Kota Bengkulu belum terlaksana 

secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya kapal 

yang beroperasi tanpa memenuhi persyaratan keselamatan 

dan perizinan, lemahnya pengawasan serta koordinasi 

antarinstansi, sehingga perlindungan terhadap hak 

wisatawan atas keamanan dan keselamatan belum terpenuhi 

secara maksimal. 

2. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan 

perlindungan dan keselamatan wisatawan belum 

mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan Islam, 

khususnya prinsip tanggung jawab (mas'uliyyah), 

perlindungan jiwa (hifz al-nafs), keadilan ('adalah), dan 

kemaslahatan (maslahah). Oleh karena itu, pemerintah 

sebagai pelaksana kebijakan perlu memperkuat 
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pengawasan, koordinasi, dan penegakan aturan agar 

perlindungan serta keselamatan wisatawan dapat terwujud 

secara efektif sesuai ketentuan hukum dan nilai-nilai Islam. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan dan 

Keselamatan Wisatawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Perspektif Siyasah 

Tanfidziyah (Studi Kasus Tenggelamnya Kapal Wisata Tiga 

Putra ke Pulau Tikus Kota Bengkulu), maka peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu 

Pemerintah Daerah Kota Bengkulu perlu 

memperkuat sistem pengawasan terhadap kegiatan 

wisata bahari melalui koordinasi yang lebih efektif 

antara Dinas Pariwisata, KSOP, dan instansi terkait 

lainnya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan 

pendataan dan evaluasi rutin terhadap seluruh kapal 

wisata yang beroperasi agar tidak ada lagi kapal wisata 

tanpa izin yang tetap menjalankan aktivitas wisata.  

2. Kepada Dinas Pariwisata Kota Bengkulu 

Dinas Pariwisata perlu melakukan pengawasan 

lapangan secara berkala dan tidak hanya bersifat 

administratif. Selain itu, Dinas Pariwisata perlu 

mewajibkan setiap pelaku usaha wisata untuk memenuhi 

standar keselamatan wisata, termasuk menyediakan alat 
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keselamatan sesuai jumlah penumpang dan memastikan 

kegiatan wisata dilakukan sesuai prosedur keselamatan.  

3. Kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan 

(KSOP) Bengkulu 

KSOP Bengkulu perlu melakukan inspeksi 

kelayakan kapal wisata secara rutin, minimal satu bulan 

sekali, serta memperketat pengawasan terhadap kapal 

yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB). 

Selain itu, KSOP perlu memberikan sanksi tegas 

terhadap operator kapal yang tetap beroperasi tanpa izin 

dan tidak memenuhi standar keselamatan pelayaran. 

4. Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah 

Pemerintah sebagai pelaksana hukum perlu 

memperkuat prinsip amanah dan tanggung jawab dalam 

memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain 

itu, kebijakan pengawasan wisata bahari harus lebih 

berorientasi pada prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa) 

dan maslahah dengan menjadikan keselamatan 

masyarakat sebagai prioritas utama dalam 

penyelenggaraan kegiatan pariwisata. 
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